PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817
Website @ hitp://blkpsdm mojokerto.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/235/416-204/2024

TENTANG
STANDAR FELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPA'TEN MOJOKERTO

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mendorong upava peningkatan kualitas dan
kinerja  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  kebutuban
masyarakat, kemampuan dan  kewenangan  penvelengearg
pelayanan, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak terkait, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun, menetapkan dan mencrapkan Standar Pelavanan serla
menetapkan Maklumat Pelayanan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada
hurul a. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tentang Standar
Pelayanan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Duan Pelatihan
Kabupaten Muojokerto,

Mlengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Mojokerto dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timut juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilavah Kotapraja Surabaya dan Dacrah Tingkat
I[ Surabaya;

2. Undang-Undang Momor 28 Tahun [999 tentang Penyelenggaraan
Megara vang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintaban
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2023 tentang Aparatur Sipil
MNegara;

i, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 17 Tahun 2020;



Menetapkan

KESATLU

EEDUA

RETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawar Pemernintah dengan Perjanjian Kena;

8  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan,

9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 40 Tahun 2021 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
kabupaten Mojokerto;

10t Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Momor 13 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Sistim Informasi Pelavanan Publik
Masional.

MEMUTUSKAN:

KEEPUTUSAN KEPALA BADAN EEPEGAWATAN AN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
KEPEGAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO,

Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang terdin atas Jenis, Komponen
Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran | dan  Maklumat
Pelayanan pada Lampiran 11, schagai bagian vang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini,

Standar  Pelayanan  scbagmimana  dimaksud pada  Diktum  KESATL,
dipublikasikan dalam websie bksdm mojokertokab. goad,

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelengpara pelavanan, dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenguarsan pelavanan publik
oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Januan 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

STANDAR PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
2024



—q

LAMPIRAN [ 1 KEPUTUSAN KEPALA REPSDM KARBUPATEN MOIOKERTO

MNOMOR © IRRZESA 1620420024
TAMGGAL | 26 Januari

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HABUPATEN MOJOKERTO

= | -y

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang,
Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang  Manajemen  Pegawal Negeri  Sipil
schagaimana telah diubah dengan Peraturan

|  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 lentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Megeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomaor 104 Tahun 2013 tentang
Penyelengparaan Pendidikan Jarnk Jauh pada
Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan

{ Nomor 5 Tahun 2020 lentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguriian
Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme
| Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh
| Badan Akreditasi Nasional Pergumian Tinggi;

| 6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022

tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Pegawai

Negeri Sipil;

Jenis Pelayanan y Pemberian Tugas Belajar “

2. | Persyaratan 1. Burat pengantarfrekomendasi  dari Kepala
Perangkat Daerah yang bersangkutan,

2. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir
yang dilegalisit oleh Peranghkal Daerah vang
bersangkutan;

3. Fotokopi hasil [/ jawsban konsultasi tugas
belajar tertulis;

4. Fotokopi hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua)
tahun terakhir yvang dilegalisir oleh Perangkat
Draerah yang bersangkutan;

5. Surut keterangan dari lembaga pendidikan yang

! menyatakan bahwa yvang bersangkutan diterima

' pada lembaga pendidikan tersebut;

6, Buki akreditasi vang dikeluarkan oleh

| Lembaga vang berwenang,

' 7. Surat  pernyataan  bermeterai dari yang
bersangkutan bahwa tidak menuntut kenaikan
pangkal dan penyesuaian ijazah;

8. Burat pernyataan Kepala Perangkat Daerah
bahwa bidang pendidikan yvang diikuti sesuai

. dan mendukung pelaksanaan lugas dan fungsi
OTEATISAS];

9. Sural pernyataan Kepala Perangkat Daerah
bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
paling kurang lingkat sedang dalam 1 {satu)
tahun terakhir serta tidak pernah dijatuhi
pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yvang berkekuatan hukum

| tetap dalam 1 (satu) tahun ferakhir;




10. Surat pernvataan Kepala Perangkat Daerah |
bahwa tidak pernah dibatalkan atau dihentikan
tugas belajarnya sesual dengan  ketentuan
perundang-undangan, dalam waktu 2 {dua)
tahun terakhir;

11. Bagi PNS yang mengajukan tugas belajar
dengan tetap melaksanakan tugasnyva dan tidalk
diberhentikan dari jabatannya, melampirkan
surat pernyatasn kepala perangkat daerah
bahwa PNS  yang bersangkuatan  tetap
melaksanakan Lugasnoya.

3, | Prosedur 1. Surat pengantar / permohonan dar Instansi
Pengusul dikifimkan kepada Bupati dan
| tembusan Kepala BKPSDM,
2. Berkas diupload oleh pengusul pada Aplikasi
Pagar Satu dan diperiksa kelenglkapannya oleh
admin Bidang Pengembangan Kompetensi ASN,
3. Print out dari hasil wverifikasi  disediakan
| menjadi konsep Kepulusan Sckretaris Daerah.
4, Admin membuatkan  konsep pengantar [
permohonan Kepala BKPSDM kepada Sckretaris
Daerah untuk penerbitan Keputusan Sekretaris
Daeral.
fr. Permohonan dan Konsep Kepulusan Sckretaris
Daerah disediakan untuk diparafl oleh Kepala
Bidang Pengembangan Kompetensi  ASN,
Sekretaris BKPSDM, Kepala BKPSDM, Kepala
Bagian Hukum, Asisten, dan Sckretaris Daerah,
untuk  selanjutnya ditandalangani oleh
Sekretaris Daerah,
7. Setelah Keputusan Sekretaris IDaerah
ditandatangani, Admin membuatkan petikan
Keputusan wyang akan ditandatangani oleh
Kepala BEPSDM,
8. Pencetakan, mengirimkan surat keputusan
tugas belajar kepada pengusul, dan arsip
4. | Waktu Pelayvanan 1 {satu) hulan
5. DBiava/Taril Ciratis
6.  Produk Surat Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar
7. | Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Pengaduan Daya Manusia Kab., Mojokerto
J1. A, Yani No, 16, Maojokerta Telp
dan Fax ; (0321) 322817
Weh : bkpsdm. mojokertokab. go.id
Email : hkpsdmidmojolkertoleab, po.id
8. | S8arana dan prasarana | 1. Peraturan/ Perundang- undangan
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan internet
4. Printer
| 5. Kertas dan Alat Tulis
[ 6. Ruangan, meja, kursi
0. | Kompetensi 1. Memahami visi dan misi
pelaksana 2. Memahami peraturan Manajemen Kepegawaian
3. Memahami peraturan lenlang Tata Naskah Dinas
| 4, Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
| BKPSDM Kabupaten Mojokerto
5. Mampu Mengoperasikan Komputer
10. | Pengawasan internal | Alasan langsung, Satgas SPIP. ]
11. | Jumlah pelaksana 2 |dua) orang,
12, | Jaminan pelayanan Pemberian keputusan tugas belajar segera diproses

ketika berkas persyaratan sudah lengkap




. | Jaminan keamanan | Keputusan lugas belajar dapat

dan keselamatan | dipertanggungjawabkan, mengacu pada pejabat

pelayanan | penandatangan vang berwenang vaitu Sckretaris
| Daerah.

Fvaluasi kinerjs | Dilakukan sctiap saat, dan ketika terjadi kesalahan |

pelaksana | serta perubahan atas peraturan pelaksanaan

Jenis Pelayanan Fasilitasi Pencantuman Gelar Akademik/
| Peningkatan Pendidikan PNS

Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomaor 20 Tahun 2023 tentang

| Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang  Manajemen  Pegawal Negerl  Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

| Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 109 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan PPendidikan Jarak Jauh pada
Pendidikan Tinggi,

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 3 Tahun 2020 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tenltang Mekanmisme
Akreditasi untuk Akreditasi vang dilakukan oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

&, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Lazah Pegawai
MNegeri Sipil;

7. Bural Kepala DBadan Kepegawaian Negara
Kantor Regional 1 Nomor @ 317/B-
MP.0O1.2/3D/KRI/2022 hal Panduan Layanan
Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian,

l’emy:-ﬂ'aiﬂn 1. Surat Pengantar Pengajuan Usal Pencantuman
Gelar Akademik yang ditanda tangani Kepala
Perangkat Daerah masing-masing ditujukan
kepada DBupati tembusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Mojokerto;
.Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
(legalisir);
. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS (legalisir); '
. Fotokopi Surat lin Belajar/Tugas belajar
[ (legalisir);
5. Fotokopi Jjazah dan Transkrip Nilai (legalisir);
6. Fotokopi Penetapan  Angka Kredit terakhir
(legalisir} bagi Jubatan Fungsional,
7. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir
{legalisir) bagi Jabatan Fungsional;
8. Sertifikasi Akreditasi Program Studi pada saat
| perkuliahan/tahun kelulusan;
9. Fotakopi Surat Keputusan Penyetaraan ljazah
luar negeri dari kementerian yang membiclangi
urusan pendidikan {legalisir).

b2

g




 Prosedur

3 1. Berkas Permohonan Masuk dari lnstansi Pengusul
2. Berkas diperiksa kelengkapannya dan di verifikasi
3. Hasil verifikasi apabila belum lengkap akan
diteruskan ke OPT) Pengusul agar melengkapinya
4. Usulan Pencantuman Gelar di input pada aplikasi
SIASN BEN
5. BK Pencantuman Gelar terbit dan dilakukan
pencetakan oleh BEKPSDM
b, Penyverahan SK  Pencantumsn  Gelar  kepada
kepegawaian masing-masing OFD Pengusul
| 4. | Wakiu Pelayanan 2 {dua) minggu 1
| 5. | Biava/Tarif Gratis
| 6. | Produk SK Pencantuman Gelar
| 7. | Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Penpembangan Sumber
Pengaduan Dava hManusia Kab, Mojokerto
Jl. AL Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax : (0321) 322817
Web : bkpsdm. mojokertokab. go.id
Email : bkpsdm@imojokertokab.go. id i
8. | Sarana dan prasarana | 1. Peraturan/ Perundang-undangan '
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan internet
4. Printer
5. Kertas dan Alat Tulis
6. Ruangan, meja, kursi o
9, | Kompetensi 1. Memahami visi dan misi
pelaksana 2, Memahami  peratwran  tentang  Manajemen
Kepegawaian
| 3. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas |
4. Memahami Tugas Pokok dan PFungsi
BKPSDM Kabupaten Mojokerto .
5. Mampu Mengoperasikan Komputer
10, | Pengawasan internal | Atasan langsung, Satgas SPIP
11. [ Jumlah pelaksana 1 [satu) orang - S - :
12. | Jaminan pelayanan Pengusulan Pencantuman Gelar segera diproses
Y ketika berkas persyaratan sudah lengkap
13.  Jaminan keamanan SK Pencantuman Gielar dapat
dan keselamatan dipertangpungjawabkan, mengacu pada pejabat
pelayanan penandatangan vang berwenang yaitu BKN
14. | Evaluasi kinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan
' | pelaksana serfa perubahan atas peraluran pelaksanaan
Im. Jenis Pelayanan | Pengiriman Pelatihan Teknis/ Fungsional
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 20 Thn 2023 tentang ASN

2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
lentang Manajemen PNS
3. Peraturan LAN No 13 Thn 2011 tlentang

Pedoman Umum Pembinaan
Penvelenggaraan  Pendidikan dan
Teknis

Pelatihan

Persvaratan

|4, Peraturan LAN Ne 153 Thn 2011 tentang

| Pedoman Umum Pembinaan
Penvelenggaraan Pendidikan dan Pelathan
Fungsional

Kelengkapan Administrasi Berkas Pelatihan

| Teknis/ Fungsional




Prosed ur

o b

—

. Menerima surat permintaan p cserta
dari BPSDM Prov atau Lembaga lainnya
Mengirimkan sural permohonan peserta ke PD
Membuat SPT  diparaf Kabid kemudian
Sekretaris

Ditcruskan kepada Kepals
ditandatangani

Mengirimkan Surat Tugas ke peserta pelatihan
Peserta  pelatihan  menyampaikan  laporan
setelah selesai mengikull pelatihan

*

BEPSDM  untuk

e

4. | Waktu Pelayanan Menyesuaikan pelatihan yang dilaksanakan
| 5. | Biaya/Tarif Menyesuaikan pelatihan yang dilaksanakan
6 | l‘rqdu_l{_ Pcngmm.m Pelatihan Teknis/ Fungsional
7. | Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber |
| Pengaduan Dava Manusia Kab. Mojokerio
JI AL Yani No. 16, Mojokerto
[ Telp dan Pax : (0321) 322817
| Web : bkpsdm. mojokertokab, go.id
s | Email : bkpsdmiimojokertokab.po.id
8. | S8arana dan prasarana | 1. Peraturan/ Perundang-undangan ]
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan internet
4. Aplikasi SIMPEG
5. Printer
6, Kertas dan Alat Tulis
; 7. Kuangan, meja, kursi
[ 9. | Kompetensi l. Memahami  peraturan Kepegawaian
pelaksana 2, Memahami peraturan lentang Tata Naskah Dinas
| 3, Memahami Tugas Pokok dan  Fungsi
BEPSDM Kabupaten Mojokerto
4, Mampu mengoperasikan komputer
11k l’:_ngdwa:i.an internal Alasan langsung, Salgas SPIP
L1, | Jumlah pelaksana . 3 (tiga) orang
12, | Jaminan pelayanan | Jika usulan sesual dengan persvaratan akan
segera  diproses, apabila  ddak  sesuai akan
| dikonfirmasi ke perangkat daerah
13. | Jaminan keamanan Pelavanan dilaksanakan sesuai S0P
dan keselamatan
| pelayanan <
14, | Evaluasi kinerja Dilakukan setap saat, dan ketika tegjadi kesalahan
| pelaksana serta perubahan alas peraturan pelaksanaan
IV. | Jenis Pehyman Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 20 Thn 2023 entang ASN
2, Peraturan Pemerintah MNomor 11 Tahun 2017
| tentang Manajemen PNS [
3. Peraturan LAN No 13 Thn 2011 tentang
Pedoman Umum  Pembinaan  Penyelenggarasn
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4. Peraturan LAN No 15 Thn 2011 tentang
Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
| Fendidikan dan Pelatihan Fungsional
2. | Persyvaratan Kelengkapan Administrasi Berkas Pelatihan

Teknis/ Fungsional




Prosedur

=

. Menyusun rencana kegiatan pelatihan

2. Membuat daftar pemanggilan peserta yang akan
mengilkuti pelatihan

3. Daftar pemanggilan yang sudah dibuat diteruskan
ke Kabid, kemudian Sekretaris [

4. Daftar pemanggilan peserta ditandatangani Sekda
untik JPT Pratama dan selain itu ditandatangani
Kepals BKPSDM

5. Daftar  pemangpilan  peserta  vang  sudah
ditandatangani dikirim ke PD

6. Pelaksanaan kegiatan pelaihan

pelaksana

4, | Waktu Pelayanan Menyesuaikan pelatihan vang dilaksanakan
5. | Biaya/Tarif Menyesuaikan pelatihan vang dilaksanakan =— =+
6. | Produk PanLlr.n,ggdmnn l"FlFHJhar‘l Teknis/Fungsional |
7. | Pengelolaan Badan Kepegawaian dan l‘rngem bangan Sumber
Fengaduan Daya Manusia Kab. Mojokerto
JL A, Yani No. 16, Mojokerto
Telp dan Fax : (0321) 322817
Web : bkpsdm. mojokertokab. go, id
Email ! blkpsdmi@mojolertokab, go. id
8. | Sarana dan prasarana | 1. Peraturan, Perundang-undangsan
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan internet
4, Aplikasi SIMPFEG
3, Printer
6. Kertas dan Alat Tulis
7. Huangan, meja, kursi
9. | Kompetensi 1. Memahami Visi dan Misi == =
pelaksana 2. Memahami Peraturan  Kepegawaian
3. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
4, Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
| BEPSDM Kabupaten Mojokerto
| 5. Mampu Mengoperasikan Kemputer
10. l*ﬁngdes&u internal Atasan langsung, Saigas SPIP
11. | Jumlah lea]gBa.ua 3 [tiga) orang |
12. | Jaminan pelayanan Jikn usulan sesuai dengan persvaratan akan
segera  diproses, apabila  Gdak  sesuai akan
dikonfirmasi ke perangkat daerah
13. | Jaminan keamanan Pelavanan dilaksanakan sesual S0P
dan keselamatan
pelayanan )
14, | Evaluasi kinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan

serta perubahan atas peraluran pelaksanaan




V. Jenis Pelayanan i Kenaikan Pangkat
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023
tentang ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang  perubahan  kedelapan  belas atas
Feraturan Pemerintah Nomor 7 Teahun 1977
tentang Peraturan Gaji PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang  Manajemen  Pegawai  Neperi  Sipil
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
4. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002
tentang Ketenluan Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan  Pangkat  Pegawai Negeri  Sipil
sehagaimana felah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
5. Peraturan Kepala BEN Nomor 25 Tahun 2013
tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis
Kenaikan Pangkat Reguler Pegawal Negeri Sipil
i Untuk Menjadi Pembing Tinglat | Golongan Ruang
Iv/B Ke Bawah
6. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintahh Nomaor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang FPengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Neger Sipil

2. |Pemyamt.nn 1. Berkas Kenaikan Panghkat Reguler

2, Berkas Kenaikan Pangkat Pilihan Jahatan
Struktural

3. Berkas Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan

3. | Prosedur 1. Surat Edaran Kenaiken Pangkat dari BKN
Kanreg 11
2. Burat Edaran Kenaikan Pangkat dari

BED Provinsi Jatim

Pengusulan dari Kepala PD melalui Pagarsatu
Verifikasi Kelenghkapan Berkas melalui Pagarsatu
Entry Tata melalud SIASN

Pengusulan Kenaikan Pangkat

Verifikasi Berkas dan Penerbitan Pertimbangan
Teknis oleh BEN

Konsep 8K dan Petikan SK Kenailan Panglkat
Penandatanganan 3K dan Petikan SK Kenaikan
Pangkat

10, Mendistribusikan Petikan SK

O LR

© 00

4. | Waktu Pelayanan 5 {lima) bulan
5. | Biaya/Tarif Gratis
6. | Produk SK Kenaikan Pangkat
7. | Pengelolaan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Pengaduan | Daya Manusia Kab, Maojokerto

JL A Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax : (0321) 322817

1 Web : bkpsdm, mojokertokab. go.id
| Email : bkpsdm@moejokertokab go.id _




5. | Sarana dan prasarana

9 | Kﬂml:;c_h_msi

pelaksana

10.  Pengawasan internal

ot i R L o

FPeraturan/ Perundang-undangan

PC/ Laptop

Jaringan komputer dan internet

Aplikasi SIMPREG dan SAPK

Printer

Kertas dan Alat Tulis

Ruangan, meja, kursi

Memahami Visi dan Misi

Memahami Peraturan tentang Kenaikan Pangkal
PNS

Memahami Peraturan tenlang kearsipan
Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
Memahami Tugas [Pokok dan Fungsi
BKFSDM Kabupaten Mojokerto

6. Mampu Mengoperasikan Komputer

@ ke

11. | Jumlah pelaksana

12, | Jaminan pelavanan

Atasan langsung, Satgas SPIP
1 (satu) orang )
Jika usulan sesuai dengan peraluran perundang-
undangan gkan diproses sccepatnya, jika tidak
sesuai maka dikembalikan/ tidak ditindaklanjuti,

13,  Jaminan keamanan
dan kesclamatan
pelayanan

» Kekurangan berkas, terutama untuk Kenaikan
Pangkat Fungsional tertentu Penilaian Angka
Kredit, tidak dapal diproses

+ Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP

14, Fvaluasi kinerja

[ pelaksana

Dilakukan setiap saat, dan ketika i.l:ijiadi kesalahan

“serta perubahan atas peraturan pelaksanaan




VI

Jenis Pelayanan

~ Mutasi Pegnwni Antar Unit Kerja/OPD

1.

| Dasar Hukum

Persyaratan

1. UL No 20/2023 tentang ASN

2, UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No
9/2015

3. PP No. 18/2016 tentang Perangkat Dacrah
sebagal mana diuhah dengan PP No. 72 Tahun
2019;

- PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS tentang
Manajemen Pepgawai Negeri Sipil sebagairnana
telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020

. Perka BKN No. 62019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi

. Formasi Jabatan

- Surat Usulan OPD terkait

SKF satu tahun terakhir

wn

Progsedur

Waktu Pelavanan

_ 2 {dua) minggu

e N

Biaya, Tarif

- Jurat Usulan Mutasi dari OPD

Verifikasi Kebutuhan Pegawai

Membuat daftar usulan mutasi pegawai
Daftar usulan dipertimbangkan aleh TPK
Penandatanganan Surat Keputusan
Mendistribusikan SK Mutasi

Gralis

Produk

SK Mutasi Bupati

<o e

Pengelolaan
Pengaduan

Badan Ktpcga.wman dan Pengembangan Sumber
Dayva Manusia Kab, Mojokerto

| JL A, Yani No. 16, Mojokerto Telp

dan Fax : (0321) 322817
Web : bkpsdm. mojokertokab. go.id
Email : bkpsdm@mojokertokab, go,id

Sarana dan prasarana

. Peraturan/ Perundang-undangan
. PC/ Laptop

. Jaringan komputer dan internet

. Aplikasi SIMPEG

Frinter
. Kertas dan Alat Tulis
. Ruangan, meja, kursi

Kompetensi pelaksana

- 10.

Pengawasan internal

_ Atasan langsung, Salgas SPIP

Memahami Visi dan Misi

Memahami Peraturan tentang Mutasi PNS

Memahami Peraturan tentang Kearsipan

Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas

. Memahami Tugas Pokok dan Pungsi
BEPSDM Kabupaten Mojokerto

6. Mampu Mengoperasikan Komputer

I S I Rl B R N SRS

11.

Jumlah pelaksana

12,

Jaminan pelayanan

1 {satu} orang

Usulan akan diproses sesuai dengan peraturan

perundang- undangan, jika tidak sesuad ks
dikembalikan/ tidak ditindaklanjuti.

13.

14, |

-

Jaminan  keamanan
dan keselamatan

Enha:i,_rnmn

Pelayanan dilaksanakan sesuai SOF

Evaluasi kine rja

pelaksana

Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan
serta perubahan atas peraturan pelaksanaan




o
T
12,

13,

Kumpf:tf:n si
pelaksan:a

: [-jf'e_ngawasan internal
Jumlah pelaksana

Jaminan pelayanan

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Memahami Visi dan Misi

2. Memahami Peraturan tentang kearsipan

3. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas

4, Memahami Tugas TPokok dan Fungsi
BEFSDM Kabupalen Mojokerto

3. Mampu Mengoperasikan Komputer

Atasan lanpsung, Satgas SPIP

1 [satu) orang

Usulan akan diproses sesuai dengan peraluran
perundang- undangan, jika tidak sesuai maka
dikembalikan/ tidak ditindaklanjut.

Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP

Evaluasi kinerja

_ p}ahkmnﬂ

Diilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan
serta perubahan atas peraturan pelaksanaan




VIIL

1.

Jenis Pelayanan

Pemberhentian PNS ]

Drasar Huokum

2.

| Persyaratan

. Undang-Undang Nomor 11 Thn 1969 tentang

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomar 13 Tahun 2019

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

. Peraluran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda
Pemawai

ASN

temtang  perubshan  kedelapan  belas  atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji PNS

temtang Penetapan Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya

tentang  Mansjemen  Pegawai  Negeri  Sipil
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Pedoman Pemberian Tekmis Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda
Pepawni Negeri Sipii
Database Pensiun BUPP

Database Pensiun Janda / Duda

Database Pensiun APS

Database Tidak Cakap Jasmani dan atau Kohani

4
3.

Prosednar

6.
(i

Limit Keria / OPD mengnsulkan herkas NSl
melalu aplikasi pagarsalu

Memeriksa kelenghapan berkas pensiun melalui
aplikasi pagarsatu

Entry berkas pada SIASN [
Verifikasi Berkas dan Penerhitan Pertimbangan
Teknis oleh BN

Penandatangsnan Surat Usulan

Pensiun

Penandatanganan SK Pensiun

Mendistribusikan SK Pensiun

' Waktu Pelayanan

61{enam] bulan

Biava,/ Tarif

(iratis

| Produk

6.
7.

Pengelolaan
Pengaduan

SK Pensiun

| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dava Manusia Kab, Mojokerto

| JL
dan Fax : [0321) 322817

A, Yani No. 16, Mojokerto Telp

Web : bkpsdm. mojokertokab. go,id
mmail : bkpsdm@mojokeriokab. go.id

B,

10

Sarana dan prasarans

Knmpﬁtﬂné-i
pelaksana

ot

€

B I g Sy X

]

a.

Peraturan/ Perundang-undangan

2. PC/ Laptop

Jaringan komputer dan internet

. Aplikasi SIMPEG dan SAFK
. Printer
. Kertas dan Alat Tulis
. Ruangan, meja, kursi
. Memahami Visi dan Misi
. Memahami  Peratiran tentang  Manajemen

Kepegawaian

., Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

BEPSDM Kabupaten Mojokerto
Mampu Mengoperasikan Komputer

Pengawasan inlernal

Atasan langsung, Satgas SPIP




[ 10. Pengawasan inlernal Atasan langsung, Satgas SPIP

| 11. | Jumlah pelaksana 1 {satu) orang I
| 12, Jaminan pelayanan Jika usulan sesuai dengan peraturan perundang- |
[ undangan akan diproses secepatnya, jika tidak
sesuai maka dikembalikan/ tidak ditindaklanjuti.
13. | Jaminan keamanan Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP
dan keselamalan
pelayanan
14,  Evaluasi kinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika lerjadi kesalahan
pelak=ana _| serta perubahan atas peraturan pelaksanaan
IX. Jenis Pelayanan P_eni.'njfnl;n Masa Kerja
L | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
ASN

2, FP No 7 Thn 1977 lentang Peraturen Gaji PNS

sebagaimana telah diubah dengan PP No 15 Thn

2012

PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen 'NS

Surat Usulan OPD terkait

Sural Kelerangan Bekerja pada OPD terkait [

kontrak kerja

Salinan Sah SK CPNS dan PNS

Dokumen Asli SK Pengangkatan dan

Pemberhentian pada Instansi/perusahaan vang

ditandatangani minimal menduduki Eselon T

atau Direktur

Slip Gaji dari Instansi/ perusahasn lama

Salinan sah ljazah dan transkrip

SKP satu tahun terakhir
Usulan peninjauan masa kerja dari OFD
Memeriksa kelengkapan berkas dan verifikasi
peninjauan masa kerja
Membuat usulan peninjauan masa kerja
Penandtanganan surat usulan peninjauan masa
kerja

3. Pengiriman usulan peninjauan masa kerja

6. Proses di BKN

7. Membuat Konsep SK Peninjauan Masa Kerja

2.  Membual petikan 5K Peninjauan Masa Kerja

9, Penandatanganan petikan SK Peninjauan

10. Mendistribusikan SK Peninjauan Masa Kerja

11. Mendistribusikan petikan 5K Peninjauan Masa

2, I’Erﬁjmmmn

o

i

3. | Prosedur

ot e ol

bl

] kerja A
[ 4. | Waktu Pelayvanan 5 (lima) bulan
| 5. | Biaya/Tarif Gratis -
[ 6. | Produk 5K Peninjauan Masa Kerja
[ 7. | Pengelolaan Badan Kepepawaian dan Pengembangan Sumhber
Pengaduan Dava Manusia Kah. Mojokerto

JI AL Yani No. 16, Mojokerto Telp

dan Fax : (0321) 322817

Web : bkpsdm.mojokertokab. go.id

| Email : bkpsdmifimojokertokaly,go. id N
1. Peraturan/ Perundang-undangan

2. PC/ Laplop

3. Jaringan komputer dan internet

4. Aplikasi SIMPEQ
5
G
T

H. | Sarana dan prasarana

. Printer
. Kertas dan Alat Tulis
. Ruangan, meja, kursi




Kompetensi
pelaksana

1. Memahami Visi dan Misi
2. Memahami Peraturan tentang Manajemen
Kepegawaian
3. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
4. Memahami Tugas Pokok dan ungsi
BEPSDM Kabupaten Mojokerto
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

110, Pr.‘:ngawasdn ]IJ.T.FI'I'LH_' Atasan langsung, Satgas SPIP
11. [ Jumlah pelaksana 1 [satu) orang R
12, | Jaminan pelavanan Jika usulan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan aksn diproses secepatnya, jika tidak
) sesuai maka dikembalikan/ tidak ditindaklanjuti, |
13. | Jaminan keamanan Pelayvanan dilaksanakan sesuai SOP
dan keselamatan
|| pelayanan
14, | Evaluasi kinerja Dlakukan setiap saal, dan ketika terjadi kesalahan
pelaksana serla perubahan atas peraturan pelaksanaan
X. Jenis Pelayanan Izin Perceraian ASN
1. | Dasar Hukum 1. UU Nao. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipi
MNegara.
2. PP Na. 11/2017 tentang Manajemen PNS
3. FP Mo, 971973 tentang Pelaksanaan UU No,
1/1974 tentang Perkawinan
4, PP Np. 77/1977 jo PP No. 10/2008 tentang
Peraturan Gaji PNS
5. PP No. 10/1983 jo PP No. 45/ 1990 tentang lzin
| Perkawinan dan Perceraian PNS
2. | Persyaratan L. Surat pengajuan PNS kepada OPD
| 2, Surat Pengantar OPD
3. Berita Acara dari OPD
| 4. Folocopy Akta Nikah
| 5. Kartu Keluarga
&, Foto Copy KTP Suami & [stri
7. Surat Keterangan Adanya Gugatan Cerai dari

Suamiflstri (Bagi ASN Tergugat)
. Buktifevidence Alasan Perceraian Sesuai Ketentuan
. Burat Panggilan Pengadilan Agama (Relaas) bagi
Tergugat
10. Disposisi Pejabat 'embina Kepegawaian

oo




ol s

| Waktu Pelayanan

| Prusedur

—
==

Pemohon mengajukan Permohonan lzin cerai
atau surat pemberitahuan adanya gugatan
perceraian (bagi ASN tergugal) Ke Perangkat
Daerah Masing-masing

2. Perangkat Daerah Menerima Berkas
permohonan pemohon beserta hukb-bukti
alasan permohonan izin perceraian

3.  Perangkat Daerah melaksanakan Pembinasn
Fumah Tangga terhadap Pemohon dengan
wakiu sesuai ketentuan.

4.  Apahila dalam batas waktu vang ditentukan

| Parangkal Dacrah belum berhasil

| merukunkan kembali pasangan, maka

| Perangkat Daerah meneruskan Permohonan

Izin Cerai Pemohon ke jenjang lebih tinggi
denpan Bersurat Ke Pejabat Pembina
Kepegawaian dan melampirkan Persyaratan
vang telah ditentukan dan tembusannya ke
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dava Manusia [BKPSDM)

5.  Berdasarkan disposisi Pejabat Pembina
Eepepawaian, BRPSDM meneliti berkas
pengajuan.

6. Tim melaksanakan mediasi (pembinaan rumah
tangga) terhadap Pemohon .

7. Apabila belum berhasil merakunlkan
pasangan, Timmenyampaikan Laporan hasil
mediasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk mendapatkan keputusan.

8.  Pejabat Pernbina Kepegawaian memberikan
Keputusan lzin/ Penolakan Perceraian terhadap
permohon

9. Memproses penerbitan Keputusan Pemberian

Izin/Pennlakan Perceraian.

Estimasi waktu sampai dengan 3 [tiga) bulan

Biaya/Taril

Gratis

Produk

0.

Sarana dan prasarana |

1. Keputusan Pemberian lzin Perceraian
2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian

Pengelolaan
Pengaduan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber |
Daya Manusia Kab. Mojokerto

JL. A. Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax: (0321) 322817

Web : bkpsdm. mojokertokal, go.id
Email : bkpsdmi@mojokeriokab.go.id =~ g il

1. Peratunn,-’ Perundang-undangan
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan internet
4. Aplikasi Astira Pengadilan Agama Kabupaten
Mojokerto
5. Printer
6. Kertas dan Alat Tulis
7. Ruangan, meja, kursi o

Kompetensi
pelaksana

Pengawasan internal

11, Memahami Visi dan Misi

2. Memahami Peraturan tentang kearsipan dan
Manajemen Kepegawaian

3. Memahami Peraturan tenlang Tata Naskah Dinas |

4, Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
TBKISDM Kabupaten Mojokerto

5. Mampu Mengoperasikan Komputer

Atasan langsung, Satgas SPIP

11,

; Jumlah pelaksana

2 [dua) orang

Jaminan pelavanan

IFasilitasi secara upumal Tf‘rl'lﬂdrip perccpatan
pemberian keputusan izin perceraian




dan keselamatan
pelavanan

Jaminan keamanan [ Jaminan kerahasiaan permasalahan rumah tangga |

ASN

Evaluasi kinerja
pelaksana

Dilakukan secara berkala per tiwulan dan juga

Jenis Pelayanan

Dasar Flukum

Pemeriksaan Hukuman Disiplin Sedang dan/Berat
Eagl ASN B
- ULl No. 20/2023 tentang ASN
. PPNo, 1172017 tentang Manajemen PNS
. PP No. 4972018 tentang Manajemen PPPK
- PP No. 94/202] tentang Disiplin PNS
. Perka BKN No. 06/2022 tentang Peraluran
Pelaksanaan PP No. 94/2021
. Peraturan Disiplin Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Diziplin Pegawai Negeri Sipi;
7. Keputusan Bupati Muojokerto Nomor
188.46/161 /HK/416-012/2023 tentang Disiplin
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Ul P G kS

h

l’ﬂsynratni'l

=]

1. Surat Pengantar dari Perangkat Dacrah kepada
Pejabatl Pembina Kepegawaian

2. Pelaporan/pengaduan Melalui Aplikasi 1513
[apabila pelangegar adalah seorang PNS);

3. Pelaporan/Pengaduan melalui Surat yang dikirim
secara manual/e office yang ditujukan kepada
Bupati (apabila pelanggar merupakan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),

. Berita Acara Pemeriksaan pada perangkat daerah

Laporan Haxil Pemeriksaan dari Perangkat Dacrah

Bukti-bukti pendukung dugaan pelanggaran

disiplin

. Keputusan Kepala Perangkatl Daerah tenlang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan/ Sedang
(bagi pelanggaran disiplin terkait jam kerja)

8. Disposisi Pejabat Pemhbina Kepegawaian

oo a

Prosedur

7. Menyusun Berita Acara Pemetiksaan Dugaan

. Perangkat Daerah menvampaikan permohonan
pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  disiplin
sedang/berat kepada PPK

2. Berdasarkan disposisi Pejabat Pembing

Kepegawaian, Perangkat Daerah melakukan
input dugaan pelanggaran disiplin pada aplikasi
I'DIS dilengkapi berkas persyaratan

3. Admin I'DIS melakukan verifikasi dan validasi |

berkas permohonan. (Apabila memenuhi syarat,

maka akan dilanjutkan proses pemeriksaan
disiplin FNS)

4, memproses Keputusan  Pembentukan  Tim

Pemeriksa Disiplin Sedang/ Berat

5. Menerbitkan surat panggilan pemeriksaan hudis
(Apabila tidak datang, maka akan dilakukan
pemanggilan ke I1)

6. Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran
disiplin

Pelangegaran Disiplin |
8. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP)
Disiplin dan menyampaikan LHP kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian
9. Menyampaikan surat permohonarn
pemberhentian {(Apabila rekomendasi hukuman

| disiplin berupa pemberhentian)

10. Memproses penetapan Keputusan Pejabatl
Pembina Kepegawaian tentang  Penjatuhan

Hukumsan Disiplin




11. Menyampaikan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian  tentang  Penjatuhan Hukuman
Disiplin kepada Pegawai vang dijatuhi sanksi
hukuman disiplin serta perangkat daerah terkait,

12, Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dijatuhi - sanksi
hukuman disiplin diberikan waktu 14 (empat
belas) hari kerja untuk menyampaikan upava
admiristratf,

13, Mendokumentasikan seluruh tahapan
pemeriksaan hukuman disiplin pada aplikasi
I'DIS.

Catatan ;

Prosedur Pemeriksaan Hukiiman Disiplin
Sedang/Rerat bagi PPPK dilaksanakan denpan
tahapan vang sama dengan Pegawai Negeri Sipil,
mamun tidak melalui aplikasi 1'DIS

insidentil

_ @ WaktuP&]avanan Estimasi waktu 1 {satu] Tahun Berjalan
3. | Biava/Taril Gratis
6. | Produk Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS/PPPK
7. | Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber |
Pengaduan Daya Manusia Kab. Mojokerto
JL A. Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax : (0321) 322817
Weh : bkpsdm mojokertokab go.id
Email ; bkpsdmimojokertokab. go.id
8  Saranadan prasarana | 1. Peramiran/ Perundang-undangan
2. PC/ Laptop
3. Jaringan komputer dan intermnet
| 4, Aplikasi ntergrated Dicipline (ITH15)
5. Printer
f. Kertas dan Alat Tulis
. 7. Ruangan, meja, karsi
9. | Kompetensi 1. Memahami Visi dan Misi
pelaksana 2. Memahami Peraturan tentang Kepegawaian
3. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
4, Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
. BEPSDM Kabupaten Mojokerto
5. Mampu Mengoperasikan Komputer
6. Mampu mengoperasionalkan aplikasi 'DIS
10. | Pengawasan internal | Atasan langsung, Tim Pemeriksa Disiplin PNS
| 11. | Jumlah pelaksana 2 [dua) orang )
12, | Jaminan pelayanan Fasilitasi secara obyektf dan setiap proses
penegakan disiplin berpedoman  pada Peraturan |
Perundang-undangai,
13. | Jaminan keamanan Jaminan kerahasiaan
dan keselamatan
| pelayvanan .
14. | Evaluasi kinerja | Dilakukan secara berkala per triwulan dan juga



XII.

Jenis P_a-llya_n:.n

L,

Pasar Hakum

16.

10,

11:

12.

13.

14,

17.

18.

| 19.

20.

dan Pemberhentian FNS;

Pengadaan Pegawai ASN
UL No, 5/2014 tentang ASN;
PP No. 11/2017 jo PP No 17/2020 tentang |
Manajemen PNS;
PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK:
Perpres No, 3872020 tentang Jenis Jabatan Yang
Dapat Diisi Oleh PPPK;
KepmenpaniB Nomor 158 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Kepulusan Menieri
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Retormasi
Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 1197
Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang
dapal diisi oleh PPPK;
PERMENPANRE Nomor 27 Tahun 2021 lentang
Pengadaan Pegawai Negerd Sipil;
PERMENPANREE Nomor 14 Tahun 2023 tentang |
Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional,
KepmenpanRE No. 648 Tahun 2023 Tentang!
Mekanisme Seleksi PPPK Untuk JF Tahun |
Anggaran 2023;
KepmenpanRB No. 649 Tahun 2023 Tentang |
Mckanisme Seleksi PPPK Untuk JF Guru Pada
Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
KepmenpanRB No. 650 Tahun 2023 Tentang |
Persyaratan Wajib Tambahan dan  Sertifikasi |
Kompetensi Scbagai Penambahan Nilai Seleksi
Kompetensi Teknis Dalam  Pengadaan PPPK
Untuk JF;
KepmenpankEB No. 651 Tahun 2023 Tentang
Nilai Ambang Batas SKD Pengadasn PNS Tahun
Anggaran 2023;
KepmenpanRB No. 652 Tahun 2023 Tentang
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi
Pengadaan PFPK Untuk Jabatan Fungsional
Tahun Anggaran 2023;
KepmenpankB No. 653 Tahun 2023 Tentang
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi
Pengadaan PPPK Untuk .Jabatan Fungsional
Dixsen Tahun Anggaran 2023;
KepmenpanEE No, 654 Tabun 2023 Tentang
Persyaratan Swural Tanda Registrasi Untuk
Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan
Dralam Pengadaan PPPk Tahun Anggaran 2023;

5. 8E Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan |

Kemendikbudrisiek No 2001 /1B/HE.04.01 /2023
tentang Kualilikasi Akademik dan Sertifikat
Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi PPPK |
Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
SE Nomor : PT.O1.03/F/1365/2023 Tenlang
Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan STR
Dalam Rangka Pengadaan PFPK .Jabatan
Fungsional Kesehatan 2023;

SE Nomeor : HK.02.02/F/2181/2023 Tentang
Penjelasan  SE  Dircktur Jenderal Tenaga
Kesehatan MNomor PT.0L.03/F/1365/2023
Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan
STR Dalam Rangka Pengadaan FPPK .Jabatan
Fungsional Kesehatan 2023,

Perka BKN No, 1472018 tentang Fetunjuk Teknis
Pengadaan PNS;

PerBKN No. 1/2019 jo PerBKN No, 18/2020
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK;
Keputusan Kepala BKN No. 13/2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan FP No. 9/2003
tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan,




[21. Kepbup tentang Anjab dan ABK.

Persvaratan | 1. Pendaftaran:

- Pendaftaran secara online melalui portal
FBCASN dengan mengzunakan NIK, KK
dan email

- SBurat Lamaran (pdf)

- Burat Pernvataan 5 point [pdl)

Sural Pernyataan tidak mengajukan pindah
untuk CPNS (pdf)

- Pas photo latar belakang merah (jpg)

- KTP asli {pdf)

- ljazah asli [pdl)

- Transkrip akademik asli (pdf)

- Akreditasi Prodi dan Kampus [pdf]

- ljazah/ sertifikal proles asl bagi pelamar
jabatan tertentu {pdi)

- Sural Tanda Regitrasi (STR) asli bagi pelamar
jabatan fungsional kesehatan tertentu [pdf)

- Sertifikat Pendidik [pdf)

- Burat keterangan aktif bekerja uniuk PPPK
(pdf)

Surat keterangan bekerja di bidang kerja
yang relevan sesuai  Kebutuhan/Formasi
yang dilamar paling singkat 2 [dua) tahun
untuk PPPK [pdf}

2. Seleksi:

a. Formasi CPNS scleksi SKD dan SKIB3
menggunakan CAT
- KTP Asli
- Hasil cetak kartu peserta

b. Formasi PPPK seleksi Kompetensi
menggunakan CAT

KTP Asli
- Tasil cetak kartn peserta

3. Pemberkasan untuk Usul Penetapan NIF CPNS

dan NI PPPK secara daring:

- Pas photo herwarna terbaru latar belakang
mersah

- Ljazah Asl

- Transkrip akademik Asli

- ljazah/sertifikat profesi Asli

- Akreditasi program studi dan/atau
perguruan tinggi Asl dan/atau dilegalisir

- BTR Asli

- SERDIK AshH

- Dalar Riwayat idup bermeterai Asli

- SKCK Ash

-  Surat Keterangan Keschatan Jasmani dan
Rohani Asli

- Burat Keterangan Bebas Narkoba Asli

- Burat Permyataan Bencana Penempatan
Asli

- Surat Pengalaman Kerja

- Petikan Keputusan Bupat tentang
Pengangkatan Calon PPPK Asli




Prosedur

| 2. Menerima [ormasi dari Menpan- BB

I. Menyusun  kebutuhan  dengan  menggunakan |
aplikasi e-formasi:
- Kepbup lentang Penetapan Rencana
Kebutuhan Fegawai ASN.
- Surat Bupati hal Usul Kebutuhan Pegawai
ASN.

-  Kep Menpan tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai ASN di lingkungan Pemkab Maojokerta
3. Membual Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
- Kepbub tentang pedoman pelaksanaan teknis
- Kepbup tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawail ASN di lingkungan Pemkab Mojokerto
- Kepbup tentang Pembeniukan Panselda
4. Mengadakan rapat Panselda
-  Pengumuman pengaadaan Calon ASN
5. Melaksanakan pendaftaran pengadaan Calon ASN l
Jumlah pelamar
6. Verifikasi administrasi
- Jumlah pelamar vang telah diverifikasi
7. Pengumuman hasil seleksi administrasi
- Pengumuman hasil seleksi administrasi
8. Masa sanggah
- Pengumuman pasca sanggah
9. Pelaksanaan seleksi menggunakan CAT
a. Formasi CFNS
- Daftar nilai SKD
- Pengumumean yvang lulus SKD
- Daftar nilai SKB
- Pengumuman yang hilus SKB
b. Formasi PFFPK
- Pengumuman vang lulus Seleksi
10. Pengumuman peserta vang lulus sebagal Calon
Pegawai ASN
Pengumuman peserta vang lulus sebagai Calon
PPegawail ASN.

11. Melakukan pemberkasan Calon Pegawai ASN
- Jumlah berkas vang sudah lengkap
12, Usul Penetapan NIPP CPNS dan NI PPPK
- Tanda terima usul penetapan NIP
13. Penetapan NIF CPNS dan NI FPPK
-  Maota Persetujuan BKN untuk CPNS
-  Nota Persetujuan BKN untuk Calon PPPK
14_Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- Kephup tentang Penetapan Pengangkatan
CPNS
15 Membuat Sural Pernyvataan Melaksanakan Tugas
(SPMT)
- SPMT
16. Membuat Perjanjian Kerja PPPK
- Penandatanganan Perjanjian Kerja
17. Penganglkatan PPPK
Kepbup tentang Penetapan Pengangkatan
PR
18, Pendistribusian { penverahan

Waktu Pelayanan

Estimasi 11 (scbelas) bulan sampai dikeluarkan NIP |
dan atau SPMT

| Biava/ Taril

Grratis

Produk

SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil {CPN3)
dan SK Pengangkatan PPPK




8.

ls'f:ngulnlaan ;

Pengaduan

| Barana dan prasarana

| dan Fax :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dava Manusia Kab, Mojokerto

Jl. A Yani No. 16, Mojokerto Telp

(0321) 322817

Web:

hitps:/ / mojokeriokal, go.id / info-
pengadaan-pppk

Email | bipsdmigmojokertokab, go.id

Peraturan,/ Perundang-undangan
PC/ Laplop
Jaringan komputer dan internct
Aplikasi BIMPEG
Aplikasi S3CASN
Printer
Kertas dan Alat Tulis
KEuangan, meja, kumsi
Lemari arsip
. Sarana transportasi

-
"

Kompetensi
pelaksana

10,

Pengawasan inlernal

=D 00 =1 30 B L b -

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan
tentang Manajemen ASN terkait
Pengadaan Calon Pegawai ASN

2. Mampu melakukan Penpgolahan Data

3. Cermat dan teliti terhadap berkas administrasi

Atasan langsung, Satgas SPIP

11,
12.

Jumlah pelaksana
Jaminan pelayanan

& (enam) orang

Dilaksanakan sesuai prosedur, jika tidak, akan

menghambat proses penerimaan Calon Ptgaw ASN

13.

14.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Evaluasi kmmga_
pelaksana

Dokumen yang diterbitkan hisa
dipertanggangjawabkan secara vuridis formal

serta perubahan atas peraturan pelaksanaan

Jenis Pelayanan

Pembuatan Kartu Istri (Karis), Kartu Suami
(Karsn)

1.

Trasar Hukum

Pm'syﬂm_t:-m

1. UU No. 20/2023 tentang ASN

2. PP No. 17 /2020 tentang Manajemen PNS

3. PP No. 101933 tentang [zin Perkawinan dan
Perceraian

4. Keputusan Ka, BKN Mo, 7,/2008 tentang KPE

3. Keputusan Ka. BAKN Nomor 1158a/KEF/ 1983

tentang Karis/Karsu

| KARIS :

Scan File Surat usulan/ Pengantar dari PD
Scan File Laporan Perkawinan Pertama /
Janda/Duda

Scan File SK CPNS

Scan File SK PNS

Scan File Surat Nikah

Scan File Surat Kematian/ Akta Cerai
pasangan sebelumnya

Scan Surat Kehilangan dari

Kepolisian (Untuk usulan kehilangan)

B. Softfile Foto berwarna istri

=t

ot

o

{ KARSL .

1. SHcan File Surat usulan/ Pengantar dari P
2. Scan File Laporan Perkawinan Pertama/
Janda/ Thada
. Bcan File SK CPNS
Scan ile SK PNS

Sean File Surat Kematian,/ Akla Cerai

3
4,
5. Scan File Sural Nikah
6

pasangan sebelumnya
-

. Sean Surat Kehilangan dari Kepolisian (U ntuk |

usulan kehilangan)

_l



8. Sollfile Foto berwarma suami

3. | Prosedur 1. Menerima surat usulan dan berkas dar OPD vang
dikirimkan melalui aplikasi PAGARSATLI
2. Memverifikasi dan validasi berkas persvaratan
3. Membuat surat permohonan penerbitan kartu
ke KN
4. Realisasi usulan oleh BKN
5. Menerima dan memeriksa kesesuaian fisik karta
6. Alih media kattu (scan)
7. Melengkapi kelengkapan kartu berupa foto
|  pasangan pada hasil alih media karto
|8. Mendistribusikan pada OFD secara langsung dan
| tidak langsung [Upload kartu pada PAGARSATU)
4, Waktu Pelayanan Estimasi | (satu) bulan sampai 3 (tiga} bulan
. _sampai terbitniya kartu dari BKN
5. | Biaya/Tarif Gratis . !
6. Produk Karis, Karsu
7. Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Pengaduan | Daya Manusia Kab. Mojokerto
JL A, Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax : (0321) 322817
Web : bkpsdm. mojokertokab. go.id
| ) Email : bkpsdmi@moiokertokab.go.id
&, | Sarana dan 1. Peraturan/ Perundang-undangan
prasarana 2. PO/ Laptop
3. Jaringan komputler dan internet
4. Aplikasi SIMPEG dan AREK ONLINE, PAGARSATU
3. Printer dan Scanner
6. Kertas dan Alat Tulis
B 7. Ruangan, meja, kursi
9. | Kompetensi L. Pendidikan minimal SMA/SME
pelaksana 2. Mempunyai kemampuan dan pengetahoan
tentang pengurusan Karis Karsu
3. Memahami aturan kepegawaian
4. Mampu Mengoperasikan Komputer
10. | Pengawasan internal | Atasan langsung, Salgas SPIP
11. | Jumlah pelaksana ! 1 (satu) orang
12,  Jaminan pelayanan 1. Jaminan keaslian kartu vang terbit
| 2, Belum terjamin ketepatan terbitnya Kartu, karcna
penerbit BKN
13,  Jaminan keamanan 1.Jika pelavanan dilaksanakan tidak sesuai S0P,
dan keselamatan tidak akan ada realisasi dari BKN
pelavanan 2.Identitas pemohon dijamin kerahasiaanya
14. | Evaluasi kinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahat
pelaksana serta perubahan atas peraturan pelaksanaan
XIV.  Jenis Pelayanan  Pembuatan Kartu ID CARD / Keplek |
1. | Dasar Hukum i, UU Nomor 200 Tahun 2023 tentang ASN,
I il, Peraturan Bupau Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023 |
tentang Pakaian Dinas.
2. | Persyaratan 1. Surat Usulan / Pengantar dari P
2. Foto terbam pada SIMPEG
3. | Prosedur 1. Menerima surat usulan dari OPD
|2, Realisasi usulan
3. Menerima dan memeriksa kesesuaian fisik kartu
4. Mendistribusikan pada OFD
4.  Waktu Pelayanan 5 (lima) hari
[~ 5.  Biaya/Tarf Gratis =
6. | Produk Kartu 11y CARD (Keplek




Pengelolaan
Pengaduan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab. Mojokerto

JI. A, Yani Na. 16, Mojokerto Telp

dan Fax : (0321) 322817

Weh : bkpsdm. mojokertokab.go.id

Email : bkpsdm@mojokeriokab. oo, id

Sarana dan
prasarana

Peraturan/ Perundang-undangan
PCS Laptop

Jaringan komputer dan internet
Aplikasi SIMFEG

Printer

Printer I3 CARD

Kertas dan Alat Tulis [
. Euangan, meja, kursi

BT DR G

Kompetensi
pelaksana

1k

Pengawasan internal

1 Pendidikan minimal SMA/SMIK I

2. Mempunyai kemampuan dan  pengetahuan
tenlang pengurusan [ CARD [ Keplek

3. Memahami aturan kepegawaian

4. Mampu Mengoperasikan Komputer

At,js.m tpmg'aung, Satgas SFPIF

Jumlah pelaksana

1 {sutu] OTATE

12

| Jaminan pelayanan

13,

| Jaminan keamanan
dan keselamatan
relayanan

Jaminan keaslian kartu yang terbil

|ldﬂnﬁ-1'l-'.lﬁ pemohaon dijamin kerahasiaanya

14,

Evaluasi kinerja
pelaksana

Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan

scrta pecrubahan atas peraturan pelaksanaan

Jenis Pelayanan

Pelayanan Permintaan Data dan Informasi '

1.

b

Dasar Hukum

. UL Mo, 20/2023 tentang ASN

2, ULl No. 1472008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. FP No. 1172017 tentang Manajemen FPNS
sebagaimana diubah dengan I’ No. 17 Tahun
2020

4, PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPE

Persyaratan

Sural resmi permintaan data dan informasi

Prosedur

L. Surat masuk didisposi oleh Kepala BEKP3DM

kepada Kabid terkair;

2. JF/Pelaksana menginventarisir data dan atau
informasi yang dibutmuhkan, menjalankan
program  SIMPEG, membuat formal  sesuai
permintaan, memfilter data dengan Flexiport atau
Query Analizer, menvusun data hasil filter dalam
format yang telah dibuai, mencetak, membuat

surat pengantar jawaban;

3. Setelah disetujui Kasubid, Kabid, dan Kepala
BKPSDM, JF/Pelaksana mendistribusikan
sural hasfl permintaan data dan informesi,

Waktu Pelayanan

2 Hari, bisa lebih dari 2 hari karena menyesuaikan
kmmpl;ekscltas data yvang diminta

Biayaf Taril

(iratis

e

.| Produk

Data dan atau Informasi yang dibutuhkan




Pengelolaan

| Pengaduan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dayva Manusia Kab, Mojokerto

Jl, A. Yani No. 16, Mojokerto Telp

dan Fax : {0321) 322817

Web : bkpsdm mojokertokab.go.id

Email : bkpsdn irmojolkertokab, po.id

8. | Sarana dan prasarana | 1. Peraturan/ Perundang-undangan
2. PCJ Laptop
4. Jaringan kemputer dan internet
4. Aplikasi SIMPEG, TOAD, Oracle
3. Printer
6. Kertas dan Alat tulis
S 7. Ruangan, meja, kursi
9. | Kompetensi 1. Menguasai operasional microsoft SOL server
pelaksana 2. Memahami manajemen database
3. Menguasi aplikasi SIMPEG
4. Memahami informasi dan data kepegawaian
: 5. Pendidikan minimal DT Komputer
| 10. | Pengawasan internal | Alasan langsung, Satgas SPIP
11. | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
12, | Jaminan pelayanan Dokumen vang dihasilkan sesuai peraturan
I S perundang-undangan
13. | Jaminan keamanan Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP
dan keselamatan
| pelayanan -
14, | Evaluasi kinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi kesalahan
pelaksana | serta perubahan atas perafuran pelaksanaan
XVI. Jeniz Pelayanan Rekonsiliazi dan Validasi Data
L. rasar Hukum 1. UL No. 20/2023 tentang ASN
| 2. PP No. 1172017 tentang Manajemen PNS
| sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun
2020
| 3. PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen
FPFK
4. Ul No. 7/1971 lenlang Ketenluan-kelenluan
Pokok Kearsipan
2, | Persyaratan 1. Riwayat data kepegawaian ASN Kabupaten
Mojokerto,
2. Dokumen kepegawaian ASN Kabupaten
Mojokerto,
3. | Prosedur 1. BKPSDM memberikan pemberitahuan
relonsilinsi dan validasi data pada OFD;

2. OPD memberikan data awal;

3. Operator 3IMPEG mengoreksi jumlah pegawai
per OPD, riwavat kepegawaian sehiap PNS,
melengkapi/ memutakhirkan data vang belum
dimasukkan,

- Administrator SIMPEG

melakukan komparasi |
databasc per OPD, mengintegrasi database
seluruh ASN, lahu upload database vang sudah
valid ke server.




4. | Waktu Pelayanan 1 Mirggu
5. | Biaya,/Tarif i iratis
£, Produk Dokumentasi Hasil Rekonsiliasi dan Validasi
| ) Database ASN hardcopy dan softcopy (SIMPEG)
7. Iengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Pengaduan Daya Manusia Kab. Mojolerto
JL A, Yani No. 16, Mojokerto Telp
dan Fax : (0321) 322817
Web : bkpsd m.mojokertokab. go,id
_ Email : bkpsdm@mojokertokab.go. id
8. | Saranadan L. Peraturan/ Perundang-undangan ]
prasarana 2, PC/ Laptop
3. Jaringan kompuler dan internet
4. Software Database Management System, TOAD
ORACLE
3. Aplikasi Pengolahan Data (Program Excel,
OpenCale, dli)
6. Printer
7. Kertas dan Alat Tulis
_ 8. Buangan, meja, kursi i ! -
. Kompeiensi 1. Menguasai  Software Database Management
pelaksana System;
2. Memiliki pengetahuan tentang aplikasi bahasa
|  pemmograman
., Memiliki kemampuan analisa dan pengolahan
data;
4, Pendidikan minimal DI Manajemen
B Informatika. _ N
10, | Pengawasan internal | Atasan langsung, Salgas SPIP
11. | Jumlah pelaksana f [enam) orang
12, | Jaminan pelayanan Dokumen vang dihasilkan sesuai peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan OPD
13, | Jaminan keamanan Pelavanan dilaksanakan sesuai SOP
dan keselamatan
pelayanan e PR
14, | Evaluasikinerja Dilakukan setiap saat, dan ketika terjadi
pelaksana kesalahan serta perubahan atas peraturan

pelaksanaan

MOJOKERTCY, 2 6 JANUART 20024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGFMHAM,HWMEFR DAYA MANTSIA




